
a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional. te1ah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok Kota 
Depok Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kata Depok Tahun 2011-2016; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (2) Peraturan 
Menteri DaJam Negeri Nam.or 54 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nam.or 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD 

kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota; 
c. bahwa berdasarkan pertimhangan sehagaimana dimaksud 

dalam huruf a clan huruf b, te1ah ditetapkan Peraturan Walikota 
Nomor 22 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Kota Depok Tahun 2015; 
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d, bahwa dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan tahun 
berja)an, perlu adanya penyesuaian asumsi kerangka ekonomi 
daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran 

pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah 
serta keadaan yang menyebabkan sa1do anggaran lebih tahun 
anggaran sebelwnnya harus digunakan untuk tahun berjaJan; 

e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (1) dan ayat (2) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
PeJaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,, dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, apabila 
terdapat kondisi sebagaimana dimak:sud dalam huruf d, maka 
Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf d dapat 
dirubah; 

f bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas 
Peraturan Walikota Depok Nomor 22 Tahun 2014 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2015; 

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya 
Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3828); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kenangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

Mengingat 



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (I..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tamhaban Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangurum Nasional (I..embaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambaban 
Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(I..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tabun 2007 Nomor 4700); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambaban Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban 
Daerab (I..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa. kali diubah terakbir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubaban kedua atas Undang-uruiang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (I..embaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambaban Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Penge1o1aan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2005 Nomor 140. Tambaban Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 



Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah Daerah 

Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tamhahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Keuangan NegJJra/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4741); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Evaluasi Penyelenggaraao Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan 
Lem.ha.ran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan 
Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian clan Evaluasi 
Pe1aksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tamhaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

ten tang 12. Pera.tu.ran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

11. Pera.tu.ran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan clan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintaban 

Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambaban Lembaran Negara. Republik Indonesia 

Nomor 4593); 



23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tabun 2013 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Bara.t Tahun 2013 Nomor 25 Seri E) 

24. Peraturan Gubemur Provinsi Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2015 (Lembaran Daerab Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2014 Nomor 35 Seri E); 

25. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok 
Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerab Kota Depok Tahun 2008 
NomorOl); 

21. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
PeJaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengenda1ian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerab; 

22. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Penyusunan, PengendaJian dan Evaluasi Rencana 
Kerja Pembangunan Daerab Tahun 2015; 

18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 

19. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peruhaban 

atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tabun 2014 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Tahun 2015; 

20. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nam.or 13 Tabun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sehagaimana te1ah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 
Tahun 2007 tentang Peruhaban atas Peraturan Menteri Da1am 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelo1aan 
Keuangan Daerah; 



Paall 
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 22 
Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok 
Tahun 2015 (Betita Daerah Kota Walikota Tahun 2014 Nomor 22) 

diubah sebagai berikut : 
1. Perubaban Rencana K.erja Pemerintah Daerab (RKPD) Kota 

Depok Tahun 2015 disusun berdasarkan basil evaluasi 
Anggaran Semester I Tahun 2015 terhadap pelaksanaan RKPD 

Tahun 2015. 

P&ROBAIIAll AT.AS PBRA.TURAII W.ALIKOTA DBPOK •oMOR 22 
TAIIUII 2014 l'BIITAIIG RBIICAJIA KJl!RJA PBM&RIIITAB 

DABRAII KOTA DEPOE TAIIUII 2015. 

26. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok 
Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakbir dengan Peraturan Daerah Kata Depok Nomor 17 Tahun 
2013 tentang Perubaban Keempat atas Peraturan Daerab Kota 
Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17); 
27. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2011 tentang 

Tata Cara Penyusunan Renama Pembangunan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2011); 

28. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2011 tent.ang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok 
Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 13 

Tahun 2011); 
29. Peraturan Walikota Depok Nomor 22 Tahun 2014 tent.ang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2015 
(Berita Daerab Kota Depok Nomor 22 Tahun 2014); 

Menetapkan 



ini 

4. Sistematika Peruhaban Rencana Kerja Pemerintab Daerah 
(RKPD) Kota Depok Tahun 2015 sebagaimana dimaksud da1am 
Pasal 1 ayat (3), tercantum da1am Lampiran Peraturan Walikota 

PENUTUP BAB VI 

KEGIATAN DAN RENCANA PROGRAM 

PRIORITAS DAERAH 

BABV 

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 

DAERAH TAHUN 2015 

BAB IV 

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH 

DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 

BAB ID 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

KINERJA CAPAIAN DAN 2015 

2014 SAMPAI DENGAN TRIWULAN Il TAHUN 

3. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan 
sistematika sebagai berikut : 

BABI PENDAHUWAN 

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHON 

2. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

sehagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman 

daJam penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan BeJanja Daerah (RAPBD) Kota Depok Tahun 
Anggaran 2015. 



BARRY PRIIIAJITO 
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Diundangkan di Depok 
pada tanggal 30 Juli 2015 

DABRAII KOTA DBPOK, 

B. IIUR IIABIIUDI JSIIA'D, 

WAUKOTA DBPOK, 

Ditetapkan di Depok 
pada tanggal 30 Juli 2015 

Paal.D 
Pera.turan Walikota ini muJai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya da1am Betita 
Daerah Kota Depok. 


